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BAB I  

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 mendeklarasikan 

kebijakan pembangunan berkelanjutan yang termaksud dalam dokumen Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). SDGs yang 

berisikan 17 landasan dengan 169 target pembangunan berkelanjutan di mana 

mulai berlaku pada tahun 2016 hingga 2030. Indonesia sebagai salah satu negara 

yang tergabung dalam pendeklarasian SDGs dengan wilayah yang luas, populasi 

besar yang belum merata, serta beberapa permasalahan ekonomi lainnya tentu 

memiliki tantangan dan hambatan yang cukup besar dalam melakukan 

perwujudan SDGs itu sendiri. Ha tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkan 

transformasi dalam masyarakat yang lebih kompleks daripada sebelumnya.  

Saat ini pemerintah Indonesia tengah gencarnya melakukan  transformasi 

pada pemerintahan yang bersifat tradisional menuju pemerintahan berbasis 

elektronik dengan mengadopsi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 

Sejalan dengan salah satu tujuan SDGs yang termuat pada poin ke 16 yakni 

“perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh” yang secara spesifik 

memuat pembahasan mengenai penguatan institusi. Secara rinci terdapat target ke 

6 yakni membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua 

level, juga target ke 7 yakni memastikan pengambilan keputusan yang responsif, 

inklusif, partisipatif dan representatif pada semua level. Pemerintahan berbasis 

elektronik dengan adopsi teknologi akan memudahkan pemerintah dalam 

menyampaikan transparansi dan akuntabilitas kerja sekaligus dapat memudahkan 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. 
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Perwujudan akan target tesebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan salah 

satunya yaitu adanya penerapan e-government.  

The World Bank Group (dalam Novita, 2014) mendefinisikan e-government 

sebagai penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintahan dengan 

tujuan memiliki kemampuan untuk merubah hubungan antara masyarakat dengan 

lembaga pemerintahan. Yang mana untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan 

adopsi penuh terhadap kemajuan digital yang ada saat ini. Mulai dari perbaikan 

alur birokrasi, fasilitas publik, hingga pelayanan publik yang diberikan mengalami 

banyak perubahan menuju era digitalisasi. Pelayanan yang berbasis e-government 

menerapkan pelayanan yang menggunakan teknologi dan komunikasi untuk 

menjawab tuntutan akan pelayanan yang bermutu dari masyarakatnya. Tentunya 

pelayanan yang bersih, adil, efektif, dan juga efisien dalam penerapannya.  

Teknologi digunakan sebagai alat yang dapat mempermudah pemerintah 

sebagai penyedia pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang bemutu 

sebagaimana diinginkan oleh masyarakatnya. Sebagai contohnya yang tengah 

gencar ditingkatkan oleh pemerintah di Indonesia saat ini ialah pelayanan pada 

bidang pengawasan yaitu Program Whistleblowing system (WBS). Whistleblowing 

system merupakan pengungkapan praktik illegal, tidak bermoral atau melanggar 

hukum yang dilakukan oleh anggota organisasi terkait dengan adanya dugaan 

Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempat mereka 

bekerja (Micelli dan Near dalam (Zarefar & Arfan, 2017). Pengungkapan 

dilakukan kepada seseorang atau organisasi lain sehingga memungkinkan 

dilakukan suatu tindakan.  

WBS sudah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Afrika 

Selatan, Kanada, Australia, Inggris, dan berbagai negara lainnya. WBS diterapkan 
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di Indonesia dengan  mengadopsi teknologi, informasi dan komunikasi sebagai 

bentuk digitalisasi dalam sebuah pelayanan bidang pengawasan. Adopsi teknologi 

ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan pengawasan terhadap adanya dugaan 

tipikor di instansi pemerintahan menggunakan pelayanan yang secara aktif dan 

terpadu dan dapat diakses sepanjang waktu dan tanpa keterbatasan akan jarak. 

Teknologi juga diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan terhadap 

penanganan pengaduan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap 

pelapor melalui fitur yang dapat merahasiakan identitas diri pelapor. Pemerintah 

Sering menghadapi tantangan dalam penerapan e-government diantaranya salah 

satunya adalah adanya kesenjangan digital dalam pelaksanaan layanan WBS. 

Kesenjangan digital merupakan kesenjangan antara individu yang memiliki 

akses dan dapat memiliki kemampuan untuk menggunakan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) dengan individu yang tidak memiliki kemampuan untuk 

menggunakannya (Hargitai, dkk. dalam Windasari & Surendo, 2011). 

Kesenjangan digital juga dilihat sebagai perbedaan dalam kemampuan mengakses 

TIK. Aspek utama yang difokuskan pada kesenjangan digital sendiri dapat dilihat 

berdasarkan akses, kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengelola 

teknologi, dan isi atau ketersediaan informasi terhadap teknologi yang ada. 

Semakin besar kemajuan dari digitalisasi di suatu wilayah maka akan semakin 

besar juga kemungkinan terhadap adanya kesenjangan digital itu sendiri. Adanya 

kesenjangan digital yang dapat mempengaruhi akses, penggunaan teknologi serta 

motivasi individu dalam menggunakan teknologi informasi memiliki dampak 

yang cukup serius dalam pencapaian organisasi terlepas dari sebaik apa teknologi 

yang dimiliki (Hadiyat, 2014).  
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Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu instansi 

bidang pengawasan pemerintah di Sumatera Selatan yang secara langsung 

bergerak di bawah Gubernur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Dalam Upaya 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan dijelaskan bahwa Inspektorat ditunjuk sebagai pengelola 

pengaduan hasil dari pelaporan yang terdapat pada Whistleblowing system. 

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bertugas menerima laporan adanya 

dugaan TPK menggunakan berbagai media, lalu mencatat dan 

mengadministrasikan, menelaah, menindaklanjuti, melakukan audit investigasi, 

memberikan rekomendasi kepada pimpinan, melakukan verifikassi, membuat 

laporan berkala, hingga memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan 

yang diajukan oleh pelapor. Whistleblowing system yang berbasis teknologi 

digunakan sebagai perwujudan tugas pengawasan secara tidak langsung dan juga 

alat kontrol oleh Inspektorat untuk pengendalian TPK dengan dilakukannya 

pembuatan aplikasi WBS yang dapat diakses oleh masyarakat yang berada 

disekitaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.  

Sumatera Selatan menjadi provinsi yang menyandang gelar Pilot Project 

Pertama untuk pelaksanaan Whistleblowing system Pidana Terintegrasi yang 

diberikan oleh KPK RI pada tahun 2021. Hal ini membuat Inspektorat sebagai 

pondasi utama dalam pelaksanaan WBS di Sumatera selatan memegang tanggung 

jawab yang cukup besar dalam keberhasilan pelaksanaan itu sendiri. Sebagai Pilot 

Project yang akan dijadikan contoh oleh daerah lainnya, sudah sepatutnya 

menunjukkan performa yang terbaik. Sebagai sebuah program, tentunya tidak 

sedikit permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian 
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tujuannya. Beberapa permasalahan yang dapat dilihat terhadap pelaksanaan WBS 

di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan terlihat pada tabel 1 berikut.  

Tabel 1 Laporan pengaduan masuk di Inspektorat tahun 2019-2022 (Triwulan II) 
 

NO TAHUN 

MELALUI 

SURAT MASUK 

(MANUAL) 

MELALUI 

APLIKASI 

WBS 

JUMLAH 

SELURUH 

LAPORAN 

PERSEN 

PENGADUAN 

MELALUI 

WBS 

1 2019 139 0 139 - 

2 2020 163 0 163 - 

3 2021 122 7 129 5,4 % 

4 
2022 

(Triwulan II) 
56 14 70 20 % 

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (2022) (Data Diolah 

Oleh Penulis) 

 

Berdasarkan tabel 1 terlihat adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara 

jumlah pengaduan yang masuk antara pengaduan secara manual dengan 

pengaduan melalui aplikasi WBS. Jumlah pengaduan tertinggi terdapat pada tahun 

2020 sebanyak 163 pengaduan setelah mengalami peningkatan dari tahun 2019 

yang hanya sebanyak 139 pengaduan, namun pada tahun 2021 pengaduan yang 

diterima mengalami penurunan menjadi 129 pengaduan diterima. Jika dilihat 

berdasarkan data yang ada, dimulai dari diterapkannya WBS sebagai sistem 

penanganan pengaduan yang berbasiskan kemajuan teknologi, pengaduan yang 

diterima Inspektorat  mengalami penurunan, walaupun tidak secara drastis.  

Terlihat bahwa pengaduan yang diterima melalui aplikasi WBS masih 

terbilang sedikit. Tahun 2021 misalnya, setelah Aplikasi WBS diterapkan 

pengaduan yang diterima hanya sebesar 5,4 persen dari jumlah 129 pengaduan 

yakni sebanyak 7 pengaduan. Begitu juga pada tahun 2022 (Triwulan II) 

pengaduan yang diterima melalui aplikasi WBS hanya sebesar 20 persen yakni 

sebanyak 14 pengaduan dari jumlah 70 pengaduan. Pada dasarnya memang 

terdapat peningkatan, namun jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah 
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pengaduan yang dilakukan secara manual melalui surat masuk, hal ini masih 

belum sebanding bahkan dibilang belum dapat mengatasi penanganan pengaduan 

secara efektif yang merupakan salah satu dari tujuan adanya WBS di Inspektorat. 

Hal ini dapat diasumsikan bahwa penggunaan WBS masih belum maksimal dan 

masih belum begitu diminati oleh masyarakat dikarenakan masih kurangnya 

pemahaman terhadap teknologi dan akses teknologi yang terbatas sehingga 

masyarakat lebih memilih untuk melakukan pengaduan secara manual.   

Keputusan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Terkait 

Pembentukan Tim Pengelola Penanganan Laporan Pengaduan dalam Upaya 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi Whistleblowing system di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjuk 15 orang yang 

bertugas dalam tim pelaksana layanan WBS di Inspektorat. Namun, hanya 

sebanyak 4 orang diantaranya bertugas sebagai supervisor penelaah, verifikator, 

dan administrator yang memiliki kemampuan dalam mengelola sistem secara 

digital, sisanya menjalankan tugas secara langsung atau manual melalui dokumen 

cetak. Sehingga dapat dikatakan masih terdapat kekurangan SDM guna 

menjalankan sistem berbasiskan digital seperti WBS. Selain permasalahan SDM, 

kebutuhan akan jaringan SSL (Secure Socket Layer) sebagai  jaringan utama 

dalam running dari aplikasi WBS belum terpenuhi dikarenakan ketersediaan 

anggaran serta pengelola sistem yang kompeten masih belum mencukupi untuk 

dilakukan pengadaan jaringan yang lebih canggih.  

Ahmad (2019) dalam penelitiannya mengenai tantangan aplikasi Sekolah 

Pintar di Kawasan Timur Indonesia menjelaskan bahwa kendala utama dalam 

penerapan teknologi informasi pada dunia pendidikan ialah adanya kesenjangan 

digital, mulai dari akses terhadap tekonogi yang minim dan skill/kemampuan 
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tenaga pendidik terhadap teknologi yang rendah. Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Hadimulyo & Pratiwi (2021) terkait pengaruh kesenjangan digital terhadap 

kegagalan e-government melalui layanan Jakwir Cetem, menyatakan bahwa 

kesenjangan digital mampu mempengaruhi pelaksanaan e-government. Semakin 

tinggi tingkat kesenjangan digital maka semakin besar pengaruhnya terhadap 

pelaksanaan e-government. Dengan ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan e-

government dapat mengalami hambatan dikarenakan adanya kesenjangan digital 

termasuk dalam segi penggunaan e-government tersebut. 

Uraian di atas memperlihatkan perlunya analisis terkait bagaimana pegaruh 

kesenjangan digital sebagai hambatan pelaksanan e-government serta besaran 

pengaruhnya. Penelitian ini mencoba untuk melihat dan melakukan analisis terkait 

pengaruh kesenjangan digital terhadap penggunaan Whistleblowing system 

sebagai salah satu bentuk pelaksanaan e-government di Inspektorat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis berdasarkan 

pengaruh kesenjangan digital menurut Servon (2002) dimana kesenjangan digital 

dilihat berdasarkan indikator akses(access) yang dimiliki, kemampuan/skill 

terhadap teknologi serta ketersediaan informasi(content). Indikator tersebut akan 

dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Whistleblowing 

system berdasarkan teori use behavioral yang dikemukakan oleh (Venkantesh 

dkk., 2003) dimana terdapat 3 dimensi yaitu facilitating conditions, habit,  dan 

behavioral intentions. 

Beberapa penelitian terdahulu terkait pengaruh kesenjangan digital sudah 

dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif seperti yang dilakukan oleh: Limilia & Prihandini (2018) dengan analisa 

menggunakan teori akses teknologi menurut Van Dijk;  Limilia & Prasanti (2018) 
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dengan teori kesenjangan digital menurut Van Dijk; Fadilla (2020) dengan teori 

kesenjangan digital menurut servon; Hazizah & Rigianti (2021) dengan teori 

kesenjangan digital menurut Camacho; Sahabudin dkk. (2022) dengan teori 

kesenjangan digital menurut Servon. Beberapa penelitian tersebut berfokus pada 

bagaimana kesenjangan digital hadir dan menjadi persoalan di berbagai aspek 

kehidupan seperti pendidikan, gender, dan lain sebagainya. Selain itu beberapa 

penelitian lain dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan uji 

statistik dua atau lebih variabel penelitian terkait pengaruh kesenjangan digital 

terhadap objek penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh: Windasari & 

Surendo (2011) dengan analisa teori kesenjangan digital menurut Servon; Fajar 

(2021) dengan teori kesenjangan digital tingkat ketiga menurut Regnedda, 

Hadimulyo & Pratiwi (2021) dengan teori kesenjangan digital menurut Servon; 

Lawang dkk. (2021) dengan teori pendekatan konstruktivisme menurut Bourdieu.  

Selain itu, terdapat satu penelitian dengan menggunakan mix-method yaitu 

penelitian Abhipraya & Widodo (2021) dengan analisa teori kesenjangan digital 

menurut Camacho yang berfokus pada kesenjangan digital pada penggunanan 

media sosial.  

Terdapat beberapa penelitian terkait kesenjangan digital menggunakan teori 

yang sama yaitu kesenjangan digital menurut Servon sebagai batasan masalah dan 

dasar analisa penelitiannya, namun beberapa penelitian juga menggunakan teori 

dan metode yang berbeda sesuai dengan permasalahan dan objek penelitiannya. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti akan melakukan penelitian menggunakan 

metode penelitian kuantitatif dengan melihat permasalahan yang ada pada lokus 

penelitian. Seperti yang telah dijelaskan, permasalahan yang ada terkait dengan 

adanya kesenjangan digital di Inspektorat dilihat dari adanya perbedaan yang 
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cukup signifikan dari jumlah pengaduan yang masuk antara pengaduan manual 

dan pengaduan secara digital, yang tentunya merupakan gambaran dari 

permasalahan pada penggunaan e-government di Inspektorat. Hal tersebut 

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  dengan judul “Pengaruh 

Kesenjangan Digital Terhadap Penggunaan Layanan Whistleblowing system 

(Studi Pada Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik rumusan masalah yaitu : 

1. Apakah terdapat pengaruh akses terhadap penggunaan Whistleblowing system 

di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan? 

2. Apakah terdapat pengaruh skill terhadap penggunaan Whistleblowing system di 

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan? 

3. Apakah ada pengaruh content terhadap penggunaan Whistleblowing system di 

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan? 

4. Apakah ada pengaruh secara simultan kesenjangan digital terhadap 

penggunaan Whistleblowing system di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh akses terhadap penggunaan Whistleblowing system di 

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Mengetahui pengaruh skill terhadap penggunaan Whistleblowing system di 

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 
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3. Mengetahui pengaruh antara content terhadap penggunaan Whistleblowing 

system di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

4. Mengetahui pengaruh secara simultan antara kesenjangan digital terhadap 

penggunaan Whistleblowing system di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

wawasan serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu 

administrasi publik khususnya bidang manajemen pelayanan.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dalam 

peningkatan dan pengelolaan inovasi Whistleblowing system (WBS) melalui 

analisa penyebab kegagalan pelaksanaan program digital di lingkungan 

pemerintah khususnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat di Provinsi 

Sumatera Selatan untuk mengurangi kesenjangan digital dan menambah 

pemahaman terhadap kegunaan Whistleblowing system dan juga cara 

penggunaannya. 
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